PEMERINTAH KABUPATEN MIUSI RAWAS

L G e S e A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG
RETRIBUSI 1ZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang . a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Refribusi Izin
Gangguan tidak sesual lagi dengan perkembangan keadaan pada saat
ini, schingga periu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali;

b. bahwa penyesuaian dan pengaturan kembali sebagaimana dimaksud
pada hwuf a diatas, perlu diator dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

: Daerah Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Selatan {Lembaran
Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 1821);

ra

Undang-Undang Rl Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hulum  Acara
Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara RI Nontor 3209}

L

Undang-Undang RI Nomeor 24 Tahun 1992 tentang Penatasn Ruang
{Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3501);

4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tfentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahm 1997 Nomor 68,
Tambahan I embaran Negara R Nomor 369);

5. Undang-Undang RI Nomor !0 Tahun 2004 tentang Pembenwkan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nepara RI Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengpganti Undeng-Undang (Perpu) Nomer 3
Tahun 2005 (Lembaran Negara R1 Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4493);



Menetapkan

10.

il.

12,

&

Undang-Undang R Nomor 33 Tahm 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerzh
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RT Tahun 1983 Nomor 36.
Tambahan Lembaran Negara RJ Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3338},

Peraturan Pemerintsh RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribust
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan
Lembaran Negara R Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan
Thukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lvbuk Linggau
kewilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (J.embaran
Negara RI Tahun.2005 Nomor 120, Tambahan Fembaran Negara ki
Nomor 4559).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam
Penegakan Peraturan Daerab.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN,

L

(=]

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Bupati adalah Bupati Must Rawas.

Pejabat adalah pegawail yang diberi tugas fertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yvang berlaku,

Badan adalah suatu bemtuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Persekuiuan Komanditer, Perseroan iainmya, Badan Usaha
Miiik Nepara ataun Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Persekutuan, perkumapulan, Firma, Kongsi, Yayasan atan Organisasi
yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan
Ussaha lainnya.
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2, Surat Ketetapar Rewribusi Daerah Kurang Bavar vang

. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Kepumsan atus keberaran

Retribusi Perizinan tertentn adalah refvibusi aias Xegiafan tertentu
Pomesiniah Dacrah dalam pemberian izin kepada orang pribad: atau
badan vang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalisn
dan pengawasan atas keglatan pemanfaatan rueng, penggunaan sumber
dava alam, barang. prasarana, sarana atau fasilitas ertenti gums
melindungi kepentingan wmum dan menjapa kelestarian lingkungan

Rewtbusi Izin Gangguan vang selanjuinyva disebur Rembusi adalab
pembayaran atas pemberian [zin Ganggnan kepada ovang pribadi dtac
Badan dilokasi tertentu vang menimbulkan hshava, kemmgian dan
ganggnan, udak termasuk vang iokasinva Ieleh ditoppak elsh
Pemeriatah Daccah.

Wajib Rewibusi adalah orang pribadi atan Badan vang inepurus
Peraturan perundang-undangan Rewibust diwajibkan univh melakukan
pembayaran Retribusi.

Masa Returibusi sidalah jangka wakta ertentu vang mernpakan batas
waktu bagi wajib retribusi intuk memarfastkan Izin Tempar Usaha.

Surat Pendafiaran Objek Retribusi Daerah vang selanjuinyz dapar
disingkat SPAORD adalah Surat yang dipergunakan oieh wajib retribusi
untuk melaporkan data objek, retribusi dan wajib retribust sebagai dasar
penghitungan  dan pembavaran regibusl vane  terufang  menur
Peraturan perundang-undangan Renihuosi Daerah.

. Surat Ketetapan Rewibusi Daersh yang selanjuinyva dapar disinokas

SKRD adalah surat keputussn vanz menentukan besarmva jumlab
retribusl yang terutang.

g selaminyva dapay
disingkat SKRDKR, adalah Surat keputusan vang mencrtuban jumish
retribusi yang terutang, jumlah krediz reuibusi |, jumlah kekurang
pembayaran pokok retribusi, besarnve sanksi administrasi dan jumian
vang masih harus dibavar,

Surat Ketetapan Retibusi Daerah Kurang Bavar Tambahan vang
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adaleh Surat keputusan vang
menentukan tambahan atas umlah retribusi vany 1eish diverapkan.

- Surat Ketetapan Rewrbusi Daerab Lebih Bayvar vang selanjuinya dapar

disingkat SKRDLB, adalah surat kepurusan vang menenmkan jumiah
kelchihan pembayaran retribusi karena jumlah krediv rewribusi kebik
besar dar: yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

administrasi berupa bunga dan atau denda.

icrhadap SKRD atau dokumen laip vang diversamakan. SKRIDKR!
dan SKRDLB vang diajukan oleh wasib retribuss.

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencar: mengumpulan

mengelola data dan arau keterangan lainnva dalam rangka pengavwasan
pemenuhan kewajiban perpajakan daersh dan retribusi burdasarkan
Peraturan perundang-undanpan perpajakan daerah dan retribusi.




i8. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
adalah serangkaian tindakan yvang dilakukan olech Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik unmk mencari seria
mengumpulkan bukti vang dengan bulkti ity membuat terang tindak
pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tzin Gangguan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian [nin Ganggnan kepada orang pribadi atau
badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3
(1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi

atan badan dilokasi tertentu yang menimbulkar bahaya, kerugian dan
gangguan. '

(2} Dikecualikan dari objek retribusi adalah yang lokasinya telah ditunjuk
oieh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh
Izin Gangguan, '

BAB I
GOLONGAN RETRIBUS]

Pasal 5
Retribusi [zin Gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas
termpat usaha dan indeks lokasi indeks gangguan.

{2} Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah lnas
bangunan yang dihitung sebagai jumilah luas setiap lantai.

(3) Indeks lokasi indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut ¢

- Kawasan Industri......._..................... indeks,... .. eeans 2
- Kawasan Perdagangan........................ indeks............... 3
- Kawasan Pariwisata. ....oooveeeevnveenvnnn.n., cindeks..........L L 4
- Kawasan Perumahan dan Permukiman..... indeks............... 3
- Kawasan perkebunan milik perosahsan |

swasta dan pemerintah..........corerveerniernronne indeXs..cccvrviainn 6



BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarmnya tarif
retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biava penyelenggaraan
pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan
dan pengukuran tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya
transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARTF RETRIBUSI

Pasal 8
(1) Tarif digolongkan berdasarkan luas tempat usaha,

{2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksnd pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut ;

- Luas 5.4 T000M2_ ..o, Rp.  20.000,-

- Luas diatas 1000 M2 s.d 2000 M2....._... Rp.  30.000,-

- Luas diatas 2000 M2 s.d 4000 M2......... Rp. 150.000.-

- Luas diatas 4000 M2................... . Rp. 600.000,-
BAB VI

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9
Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan tingkat
penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10
Retribusi yang dipungut diwilayah Kabupaten Musi Rawas.
BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu} tahun.




Pasal 12

Retribusi teratang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

~ BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13
{1} Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPAORD.

{2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar
dan Iengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPAORD
ditetapkan oleh Bupati.

BAB Xi
PENETAPAN RETRIBUST

Pasal 14
(1) Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1}
Peraturan Daerah ini retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitian
SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

(2) Benfuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15
(1} Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

{2} Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB Xini
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu)
kali masa retribasi.

(2) Retibusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 13 (lima belas)
hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
dan SKRDKBT.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, temf:at pembayaran retribusi diatar
dengan Peraturan Bupati,



‘BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

{1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan.surat lain sejenis scbagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujub}
hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka wakt 7 (fujuh) hari setelah tanggal surat teguran atan
peringatan/surat lain yang sejenis maka wajib retribusi harus melunasi
retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

{1} Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokwmen lain vang
dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.

(2} Keberatan diajukan secara tertulis dalam bzhasa Indonesia dengan
disertat alasan-alasan yang jelas.

{3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran
ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan haros diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak tanggal SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan
SKRDKBT dan SKRPLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi
tertentu dapat menunjukan bahwa jangka wakte itu tidsk dapat dipenuhi
karena keadaan dilvar kekuasaan.

BAB XV1
PENGEMBALIAN KELEBITHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

{1} Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupat.

{2) Bupati dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.

{3} Apabila dalam jangka wakiu sehagaimana dimaksud pada ayat (2) telab
dilampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan
pengembalian Retribusi dianggap dikasbulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu} bulan.
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(4) Apabila wajib retribusi mempunyai wang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembuyaran refribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6} Apabila pengembalian pembayaran retribust dilakukan setelah lewat
Jjangka waktu 2 {dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar
2% (dua persen).

Pasal 20

{1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara  tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi.
b. Masa retribusi

¢. Besarnya kelebthan pembayaran
d. Alasan yang singkat dan jelas.

{2) Permohonan  pengembalian  kelebiban  pembavaran  retribusi
disampaikan secara langsung atau melaloi pos tercatat.

(3) Bukii penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos
tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4)
Peratran Daerah ini  pembayaran dilakukan dengan cama
pemindahbukuan dan bukti pemindabhbukuan juga scbagai bukti
pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, ketinganan dan pembebasan
retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan
kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada
pengusaha kecil untuk mengangsur.

(3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi antara lain

diberikan kepada waijib retribusi yang ditimpa bencana alam dmn
kerusuhan,
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(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Kepuiusan Bupati.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasat 23

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada walkfunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 %
(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan pembayaran refnbusi
sebagaimana dimaksud pada pasal 9, ditutup sementara sampai
bersangkutan melunasi retribusi.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah dizncam pidana kurongan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 {empat) kali jumiah Retribusi
yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalzh
pelanggaran. :

BAB XX
PENYIDIKAN

"Pasal 23

(1) Selain Penyidik POLRJ Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertenn:
dilingkungan Pemerintsh Daerah diberi wewenang khusus untuk
melaksanakan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 19%1
tentang Hukum Acara Pidana.

(2} Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
berwenang :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang fentang adanya
tindak pidana.
b. Melakulan tindakan pertama padz saat itu ditempat kejadian serta
melakukan pemeriksaan,
¢. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka,
d. Melakukan penyitaan benda atau surat,
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.
2 Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara.

L
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b. Menghentikan penyidikan setelah mendapat pefunjuk dari Penyidik
Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melahni Penyidik
Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,
tersangka atat keluarganya.

1. Mengadakan tindakan lain mepurmt hukum vang dapat
dipertanggung jawabkan.

j- Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah menvrut hukum.

~ BAB XXI1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Bagi pemegang izin yang telah melaksanakan kewajibanaya sebelum
Peraturan Daerah ini difaksanakan dinyatakan tetap berlaku samapai dengan
masa izinnya berakhir. '
' BAB Xxu
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

(1) Hal-hal yang belum distur dalam Peratoran Daerah ini sepanjang
menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daersh Kabupaten Deerah TK. II Musi Rawas Nomor 12 Tahun 1999
tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengtshuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas.
Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 18 Mei 2006
BUPATI MUSI RAWAS,
Dto
RIDWAN MUKTY
Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 18 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH }
KABUPATEN MUSI RAWAS,
Dtao
MUKTI SULATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERIC
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